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BAB  1 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Gambaran Umum 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan 

bidang Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

1.1.1. Dasar Pembentukan Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24 

Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir 

Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dan uraian tugas jabatan struktural Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 

berlokasi di Jalan Pemuda No. 1 Painan, Kecamatan IV Jurai. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai 

lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan 

publik memiliki peran dan fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 

24 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut : 

1) Kepala Dinas  
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Tugas  

Kepala Dinas bertugas Melaksanakan urusan pemerintahan bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi 

kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah. 

 fungsi 

a. pengoordinasian dengan kantor kementerian yang 

menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang agama 

Daerah dan pengadilan agama yang berkaitan dengan 

pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang 

beragama Islam;  

b. pengoordinasian dengan kantor kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 

Daerah dalam memelihara   hubungan timbal balik melalui 

pembinaan masingmasing kepada instansi vertikal dan UPTD;  

c. pengoordinasian antar lembaga pemerintah dan lembaga non 

pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan 

administrasi kependudukan;  

d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan administrasi 

kependudukan di Daerah; 

e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain blangko 

KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;  

f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko dokumen 

kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;  

g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap 

pelaksanaan tugas UPTD, termasuk meminta laporan 

pelaksanaan tugas UPTD yang berkaitan dengan pelayanan 

pencatatan sipil;  
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h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan 

kepada nagari;  

i. pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan 

dan pencatatan peristiwa penting;  

j. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari 

perwakilan republik indonesia melalui menteri;  

k. fasilitasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan;  

l. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;  

m. sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi 

kependudukan;  

n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan 

tinggi;  

o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku 

kepentingan dan masyarakat;  

p. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan;  

q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama 

Daerah dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan 

nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama 

islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan;  

r. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi 

kependudukan; dan  

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai  

peraturan perundang-undangan.  

2) Sekretaris  

Tugas  

Sekretaris bertugas merencanakan operasional, mengelola, 

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan 

urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan di lingkup 

Dinas.  
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Fungsi 

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, 

kebijakan program, kepegawaian, keuangan, barang, umum dan 

perlengkapan serta kesekretariatan di lingkungan Dinas;  

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan 

Dinas;  

c. penyelengaraan koordinasi program kerja Dinas;  

d. penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan 

kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian 

dan umum;  

e. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan 

evaluasi antar bidang;  

f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

administrasi dan perencanaan di lingkungan Dinas;  

g. pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan  

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pembentukkan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta 

tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

 

1.1.3. Struktur Organisasi 

Untuk malaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatn 

terdiri dari 4 (empat) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, dan Jabatan 

Fungsional dengan susunan organisasi sebagai berikut: 

1) Sekretariat membawahi  

a. Sub bagian umum dan kepegawaian  

b. Sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan  

2) Bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk  

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Identitas Penduduk; 
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b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pindah Datang 

Penduduk; 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan 

Penduduk. 

3) Bidang pelayanan pencatatan sipil  

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelahiran; 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perkawinan dan 

Perceraian; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perubahan Status 

Anak, Pewarganegaraan dan Kematian. 

4) Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan 

pemanfaatan data  

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan 

Informasi Administrasi Kependudukan 

b. Kelompok Jabatan Fungional Sub-Substansi Kerjasama dan 

Inovasi Pelayanan; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan 

Penyajian Data Kependudukan 

5) Unit Pelaksana Teknis Daerah 
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Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 24 Tahun 2024 

 

1.1.4. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

pada tahun 2024 dengan perincian sebagai berikut : 

1. Kepegawaian 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan per 31 Desember 2024 berjumlah 106 orang terdiri dari 17 

orang  Pegawai Negeri Sipil dan 89 orang Pegawai Tidak Tetap, 

sebagaimana tergambar pada tabel 1.1 berikut ini: 

  



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2024 Page 7  

Tabel 1.1 
Jumlah Data Pegawai 

Tahun 2023- 2024 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Tahun Jumlah 

Pegawai 

ASN Non ASN 

ASN Non 
ASN 

Laki-
laki 

Perempuan Laki-
laki 

Perempuan 

2022 27 93 13 12 43 50 

2023 22 92 10 12 45 47 

2024 17 89 7 10 44 45 

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil per 31 

Desember 2024 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tiga tahun 

terakhir mengalai penurunan disebabkan karena adanya pidah 

tugas ke OPD lain, telah Pensiun dan Meninggal Dunia. 

 

2. Kepangkatan/golongan 

Berdasarkan Golongannya pegawai pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat 

dilihat pada Tabel dibawah ini. 
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Tabel 1.2 
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin 

Tahun 2024 

No Golongan 
Jenis Kelamin Jumlah PNS 

dan Honorer Laki-Laki Perempuan 

1 IV/c - - - 

2 IV/b 2 - 2 

3 IV/a  1 1 

Sub Jumlah  2 1 3 

4 III/d 2 5 10 

5 III/c - - - 

6 III/b 2 1 3 

7 III/a 1 1 2 

Sub Jumlah 5 7 12 

8 II/d - - - 

9 II/c - 2 2 

10 II/b - - - 

11 II/a - - - 

Sub Jumlah - 2 2 

Jumlah 7 10 17 

13 Honorer 44 45 89 

Total 51 55 106 

Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dukcapil 31 
Desember 2024 
 

3. Jenjang Pendidikan 

 

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tahun 2024 berdasarkan Pendudukan sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 
Jumlah Pegawai Dukcapil Tahun 2024 

Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin 

 

No Pendidikan 
ASN Non ASN 

Lk Pr Jmh Lk Pr Jmh 

1 SD - - -  1 1 

2 SMP 

Sederajat 

- - -    

3 SMA 

Sederajat 
- - - 23 7 30 

4 D1 - - - - 1 1 

5 D2 - - - 2 - 2 

6 D3 1 2 3 4 - 4 

7 D4 - - -  -  

8 S1 4 6 10 19 31 50 

9 S2 2 2 4 1 - 1 

Total 7 10 17 47 40 89 

 Sumber : Data Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Dukcapil pe 31 Desember 2024 

 

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat dilihat bahwa ASN Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan pendidikan terdiri 

dari: 

1) S2 terdapat 4 orang terdiri dari laki-laki 2 orang dan 2 orang 

perempuan; 

2) S1 terdapat 10 orang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 6 orang 

perempuan; 

3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki ASN yang 

berpendidikan D4; 

4) D3 terdapat 3 orang terdiri 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan; 

5) Untuk pegewai honorer berjumlah 89 orang dengan rincian 

pendidikan sebagai berikut: 

a. S2 terdapat 1 orang laki-laki 

b. S1 terdapat 19 orang laki-laki da 39 orang perempuan 
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c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki non 

ASN yang berpendidikan D4; 

d. D3 terdapat 4 orang laki-laki; 

e. D2 sebanyak 2 orang laki-laki; 

f. D1 hanya 1 orang perempuan; 

g. SLTA sebanyak 23 orang laki-laki dan 7 orang perempuan; 

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak memiliki non 

ASN yang berpendidikan SLTP; dan 

i. SD terdapat 1 orang perempuan yang bertugas sebagai 

kebersihan kantor. 

 

4. Sarana dan Prasarana Penunjang 

Terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adalah 

terutama meliputi sarana dan prasarna penunjang untuk menunjang  

pelaksnaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya melaksanakan 

urusan Pelayanan Publik khusunya di bidang administrasi 

kependudukan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan, di dukung oleh Inventarisasi Sarana Prasarana Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. 
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Tabel 1.4 

Inventarisasi Sarana Prasarana Disdukcapil Tahun 

Tahun 2024 

No Sarana Prasarana Jumlah 

A Peralatan dan Mesin  

 Alat-alat Angkutan (Mobil Dinas) 3 Unit 

 Kendaraan Roda 2  20 Unit 

 Komputer unit jaringan 116 unit 

 Persobal Komputer 51 unit 

 Peralatan mini komputer 132 unit 

 Peralatan personal komputer 248 unit 

 Peralatan jaringan 27 buah 

B Gedung dan Bangunan   

 Bangunan Gedung Kantor  1 Unit 

 

 

 Mobil Dinas yang saat ini di jadikan operasional yakni 

Mobil Innova BA 1058 G yang di pegang oleh Kepala Dinas dan 

Mobil Avanza BA 1757 GG yang di pegang oleh Sekretaris. 

Dimana Kondisi dari Mobil Operasional Avanza yang di pegang 

oleh Sekretaris, kondisinya saat ini rusak sedang, yakni 

pemakaian bahan bakar boros, banyak goresan bahkan 

karatan dibagian bawah permukaan mobil, sistem power 

steering bermasalah, AC kurang dingin, sering keluar suara 

aneh seperti berdesis dan kadang timbul getaran dengan bunyi 

yang berisik. 

Kendaraan Dinas Khusus Lapangan dipegang oleh 

pengurus barang, dimana keadaannya saat ini rusak ringan, 

pintu pembuka tempat layanan kuncinya sudah rusak, saat ini 

menggunakan tapi pengikat untuk mengunci pintu tersebut 

selain itu bahan bakar yang digunakan juga harus bio solar 
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yang harganya cukup mahal. 

Untuk kendaraan roda dua terdiri dari 20 kendaraan, 

yang dipegang oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk 1 

unit, Kepala Kepala Bidang PIAK PD 1 unit, Pengurus barang 1 

unit, Kasubag Umum dan Kepegawaia yang merangkap Plt 

Kabid Pendaftaran Penduduk 1 unit, Kasubag Perencanaan 

Keuangan  dan Pelaporan 1 unit dan 15 unit lainnya dipegang 

oleh kepala /pelaksana tugas unit kerja layanan layanan di 15 

kecamatan.  

Untuk peralatan komputer banyak yang sudah habis umur 

ekonomis dan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saat ini 

peralatan komputer yang layak pakai hanya 30% dari jumlah 

yang dan tergantung kepada biaya pemeliharaan.  

Sedangkan kondisi Bangunan Kantor, beberapa titik ada 

atap yang bocor untuk area loteng di bagian keuangan, dimana 

lotengnya mulai terbuka dan menjulai kebawah namun untuk 

sementara telah di siasati di tutup dengan seng selain itu 

lantai keramiknya juga sudah pecah-pecah 

 

1.2  Aspek Strategis Organisasi 

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional 

maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi 

kedepannya semakin kompleks. Dengan semakin tingginya tuntutan 

akan pembangunan sementara keterbatasan penganggaran dan sumber 

daya alam, maka dibutuhkan perencanaan yang benar – benar efektif  

dan efisien sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.  

Mewujudkan perencanaan yang efektif dan efisien tersebut, terdapat 

beberapa aspek strategis yang akan mempengaruhi capaian kinerja  

dimasa akan datang. Dari permasalahan tersebut di atas, dapat 

dirumuskan aspek strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

sebagai berikut:  
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1. Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Kantor pelayanan masih memiliki keterbatasan fasilitas seperti 

komputer, printer, jaringan internet, dan ruang tunggu yang kurang 

memadai. 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Optimal 

Masih terdapat pegawai yang kurang terampil dalam menggunakan 

teknologi atau memahami prosedur administrasi kependudukan. 

3. Keterbatasan Digitalisasi dan Layanan Online 

 Layanan administrasi masih banyak dilakukan secara manual, 

sehingga memakan waktu lebih lama. 

 Sebagian masyarakat, terutama di wilayahterpencil, kesulitan 

mengakses layanan online 

4. Transparansi dan Keadilan Layanan BelumTerlaksana Dengan Baik 

5. Praktek Pungli dan Suap 

6. Intervensi Pihak Lain Dalam Pelayanan 

7. Rendahnya Kesadaran Pentingnya Dokumen Kependudukan 

Sebagian masyarakat kurang memahami pentingnya dokumen 

kependudukan, sehingga cenderung mengabaikan pengurusannya. 

 

8. Kurangnya Validasi dan Sinkronisasi Data Kependudukan 

Data tidak sinkron antara lembaga pengguna/OPD dengan database 

kependudukan (SIAK Terpusat) yang berdampak pada pelayanan. 

 

1.3  Permasalahan Utama (Strategic Issue) 

Masyarakat saat ini menuntut adanya peningkatan pelayanan 

prima atas kinerja pemerintah serta berbagai kebijakan yang 

dilakukannya. Sebagai upaya untuk menjawab tuntutan masyarakat 

tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa aturan yang 

diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan yang ada antara lain 

dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi 



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2024 Page 14  

dan Nepotisme, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yaitu tentang pertanggungjawaban 

instansi pemerintah yang didasarkan pada ukuran efisien, efektif dan 

ekonomis. 

Berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 

terutama dalam memberikan pelayanan dibidang Administrasi 

Kependudukan ,isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan 

perbincangan, dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut : 

 

a. Masih Rendahnya capaiakan penggunaan Identitas Kependudukan 

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan aplikasi 

identitas kependudukan menyebabkan masyarakat enggan untuk 

menggunakan aplikasi tersebut, walaupun sebelumnya mereka 

pernah menggunakan aplikasi IKD, namun karena kegunaannya 

belum terlalu dirasakan oleh masyrakat sehingga aplikasi yang sudah 

didownload dihapus dari smartphone yang bersangkutan sehigga 

menyebabkan rendahnya penggunakan apliki identitas 

kependudukan di kabupaten pesisir selatan. 

b. Masih rendahnya cakupan akta kelahiran semua umur. 

Masyarakat hanya mengurus dokumen kependudukan disaat mereka 

membutuhkan, seperti masih ada pegaai honorer yang belum memili 

akta kelahiran dan disaat yang bersangkutan diterima sebagai Pegwai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja barulah yang bersangkutan 

mengurus akta kelahirannya, dan masih banyak anak yang baru 

lahir yang tidak diurus oleh orang tua/keluarganya akta 

kelahirannya karena khusus yang memiliki BPJS mandiri, mereka 

khawatir dengan bertambahnya anggota keluarga di dalam kartu 

keluarga maka tagihan BPJS yang bersangkutan akan bertambah 

pula. 

c. Masih rendahnya kesadaran masyarkat untuk melaporkann 
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peristiwa kematian anggota keluarganya terutama bagi masyarakat 

yang menerima bantuan sosial dari pemerintah.   

d. Kurangnya jumlah ASN dilingkungan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil, berdasarkan data Dukbuzzeting per 31 Desemberr 

2024 jumlah ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten 

Pesisir Selatan hanya berjulah 17 orang, dimana terdapat 

kekurangan ASN sebanyak 148 orang. Saat ini kekurangan 

ASN tersebut dibantu oleh tenaga honorer yang berjumlah 89 orang 

yang tersebar di seluruh unit kerja layanan (UKL) Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 15 kecamatan yang ada di 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

1.4 Sistematika Penyajian 

 

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 disusun dalam 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

  

Menjelaskan secara ringkas tentang penjelasan umum 

organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi 

serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi 

organisasi 

 

BAB II Perencanaan Kinerja 

 2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

2.3. 

Rencana Srategis 

Berisikan tentang Renstra Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-

2026, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategis dan 

Kebijakan  

Perjanjian Kinerja 

Berisikan tentang perjanjian kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2024 

Indikator Kinerja Utama 
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 Berisikan tentang indikator kinerja utama Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir 

Selatan 

 

BAB III Akuntabilitas Kinerja 

 3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja 

Berisikan tentang metode pengukuran kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir 

Selatan 

 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja  

Berisikan tentang hasil pengukuran kinerja dan table 

hasil pengukuran kinerja 

 3.3. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan 

Berisikan tentang capaian kinerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 

 3.4. Realisasi Anggaran 

Berisikan tentang anggaran dan realisasi keuangan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Pesisir 

Selatan tahun 2024 

BAB IV Penutup 

 4.1 Kesimpulan 

Berisikan tentang kesimpulan Laporan Kinerja Tahun 

2024 

 4.2 Saran 

Berisikan saran untuk Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Kabupaten Pesisir Selatan kedepannya. 
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BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1. RENCANA STRATEGIS 

Rencana strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan 

yang berorientasipada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 

tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta 

disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. 

Dalam penyusunan renstra memuat visi dan misi perangkat daerah 

yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. 

 

2.1.1. Visi  

Visi berkaitan pandangan ke depan mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Secara teknis visi 

merupakan rumusan umum untuk mewujudkan sasaran yang akan 

dicapai dalam jangka waktu tertentu. 

2.1.2. Misi 

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi 

yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk 

mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Seatan, maka dijabarkan kedalam 

misi sebagai berikut :  

1. Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif,  

demokratis dan transparan  

2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat  

3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor  

potensi dan unggulan daerah  

4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan  

wisata yang nyaman dan berkesan  
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5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan  

sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing  

6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman tentram dan dinamis 

 

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran 

 

Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1 

VISI 

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN 
BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL 

DAN PROFESIONAL “ 

 

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Misi Tujuan Sasaran  

1 Memperkuat tata 
kelola 
pemerintahan yang 
bersih, efektif, 
demokratif dan 
transparan 

1. 1.1 Terwujudnya 
Reformasi  
Birokrasi yang  

2. Berkinerja Tinggi 

3. 1.1.1 Terwujudnya Reformasi  
Birokrasi yang  

4. Berkinerja Tinggi 

2. 2 3. Meningkatkan 
kualitas hidup 
manusia dan 
masyarakat 
 

1. 2.1 Meningkatnya 
Kualitas  
Hidup Manusia 
Dan  

2. Masyarakat 

3. 2.1.1 Meningkatnya 
kualitashidup  

4. manusia dan 
masyarakat  

5. 2.2 Meningkatnya 
Derajat  
Kesehatan 
Masyarkat 

6. 2.2.1 Meningkatnya Derajat 
Kesehatan  

7. Masyarkat 

8. 2.3 Meningkatnya 
Tingkat  
Kesejahteraan  
Masyarakat 

9. 2.3.1 Meningkatnya Tingkat  

10. Kesejahteraan 
Masyaraka 

4. 3 5. Memperkuat 
kemandirian 
ekonomi dengan 
mendorong sector 
potensi dan 
unggulan daerah 

1.  Meningkatnya  
Pertumbuhan dan  
Pemerataan 
Ekonomi  
secara 
Berkelanjutan  

2.  Meningkatnya  
Pertumbuhan dan  
Pemerataan Ekonomi  
secara Berkelanjutan  

3.  

6. 4 7. Mewujudkan 
Kabupaten Pesisir 
Selatan sebagai 

1.  Meningkatnya  
Kontribusi 
Pariwisata  

3.  Meningkatnya  
Kontribusi Pariwisata  
dan Ekonomi Kreatif  
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daerah tujuan 
wisata yang 
nyaman dan 
berkesan 

dan Ekonomi 
Kreatif  
bagi Kesejahteraan  

2. Masyarakat 

bagi Kesejahteraan  

4. Masyarakat 

8. 5 9. Mewujudkan 
pendidikan yang 
berkualitas untuk 
menghasilkan 
sumber daya 
manusia yang 
beriman, kreatif 
dan berdaya saing. 

1. 5.1 Terwujudnya  
pendidikan yang  

2. berkualitas 

3. 5.1.1 Terwujudnya  
pendidikan yang  

berkualitas  
 

4. 5.2 Terwujudnya SDM 
yang  
Beriman, Kreatif 
dan  
Berdaya Saing  

5.  

6. 5.2.1 Terwujudnya SDM yang  
Beriman, Kreatif dan  
Berdaya Saing  

7.  

6 Mewujudkan 
kondisi masyarakat 
yang aman, tentram 
dan dinamis 

1. 6.1 Terciptanya 
Kondisi  
Masyarakat Pesisir  
Selatan yang 
Aman,  

2. Tentram dan 
Damai, 

3. 6.1.1 
 

Terciptanya Kondisi  
Masyarakat Pesisir  
Selatan yang Aman,  

4. Tentram dan Damai, 

Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 

Berangkat dari visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJPD 

Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai 

pelayanan puplik adalah misi pertama, sekaligus menjadi visi dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan,yaitu:“Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, demokratif dan transparan”. Dengan sasaran Daerah 

“Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik”. 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan, menetapkan Sasaran, yaitu sebagai berikut : 

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja; 

2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah; 

3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik. 

Berdasarkan Visi Kepala Daerah, telah di tetapkan misi, tujuan dan 

sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Hubungan antara 
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misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 

Hubungan Misi,Tujuan dan Sasaran 

 

No. 
Misi Yang 

Didukung 
Tujuan Sasaran Strategis 

1 Memperkuat 

tata kelola 

pemerintahan 

yang bersih, 

efektif, 

demokratif dan 

transparant 

Terwujudnya 

Reformasi  

Birokrasi yang  

Berkinerja Tinggi 

 

1. Terwujudnya 

Pemerintahan yang 

Akuntabel dan 

Berkinerja 

2. Meningkatnya 

Keterbukaan Informasi 

dan Pelayanan Publik 

3. Meningkatnya Kualitas 

Inovasi Daerah 

Sumber : Rencana Strategis (Renstra) Dukcapil 

 

2.1.4. Strategis dan Kebijakan 

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan 

permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan 

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta berpengaruh besar terhadap 

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran. Kebijakan adalah pedoman 

pilihan yang dijadikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan 

sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun selama periode 

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021- 2026. serta kebijakan ini 

diarahkan kepada pilihan pilihan strategis agar selaras dengan RPJMD 

Kabupaten Pesisir Selatan serta peraturan perundang undangan yang 

berlaku.  

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan 

komprehensif mengenai bagaimana Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Selatan mencapai tujuan 
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dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Selain melakukan 

perencanaan komprehensif, perencanaan strategis juga dapat digunakan 

untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja 

birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas 

pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan 

menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan 

baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas 

birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. 

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah 

dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan 

dari masing-masing misi, sebagai berikut : 

Misi 1  : “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan”  

Strategi : Perubahan mindset petugas pelayanan; Rencana 

Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2021-2026. 

 

2.2. PERJANJIAN KINERJA 

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang 

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang belih tinggi kepada 

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 

proram/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja 

Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 mengacu pada 

Rasional Renstra Tahun 2016-2021 dan RPJMD Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2021-2026. Secara garis besar perjanjian kinerja 

tahunan Tahun 2024 meliputi 3 sasaran strategis, pengukuran 

pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 4 indikator 

kinerja beserta targetnya, sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 2.3 
Perjanjian Kinerja  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan  
Tahun 2024 

 

No. Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Satuan 

Target 

1 Terwujudnya 
Pemerintahan Yang 
Akuntabel dan 
Berkinerja 

1.1 Nilai AKIP 
Perangkat Daerah 

Tanpa 
Satuan 

A (90) 
 

2 Meningkatnya 
Kualitas Inovasi 
Daerah 

2.1 Nilai Kematangan 
Inovasi Perangkat 
Daerah 

Tanpa 
Satuan 

100 
 

3 Meningkatnya 
Keterbukaan 

Informasi dan 
Pelayanan Publik 

3.1 Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

 

Tanpa 
satuan 

91 
 

  3.2 Cakupan Layanan 
Adminduk dan Capl 

Persen 100 

Sumber: Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Dukcapil abupaten Pesisir Selatan tahun 2024 

 

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Tahun 2024 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan 

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024 ini. 

 

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan 

untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai 

tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan 

rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang 

diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang 

direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi 

kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih 

menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila 

didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahdata kinerja 

yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan 
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mengarahkanorganisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) 

mengenai hasil apa saja yang telahdiperolehselama periode aktivitasnya. 

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat 

menyusun laporan pertangung jawaban. Indikator kinerja juga 

merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan 

kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan 

instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat 

membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan 

sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk 

menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. 

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih 

meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-

penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara 

objektif keberhasilannya. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan mengampu urusan Pelayanan dokumen kependudukan.. 

Berdasar urusan dan program yang diampu, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian 1 

(satu) misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantumpada RPJMD 

yaitu: 

 

Misi 1  : “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, 

efektif, demokratif dan transparan” 

 

Tujuan  : “Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Administrasi 

Kependudukan”. 

Dengan sasaran sebagai berikut: 

1. Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

a. Hasil Penilaian Kinerja 

 Meningkatnya Kualitas Layanan Internal Dinas Dukcapil 

 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dinas Dukcapil 
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2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah, indikator sasarannya : 

Hasil Penilaian Kinerja 

 Meningkatnya nilai kematangan inovasi Dinas Dukcapil 

3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik, 

indikator sasarannya : 

Hasil Penilaian Kinerja 

 Meningkatnya Cakupan layanan Adminduk dan Capil 

 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

Tabel 2.4 

Indikator Kinerja Utama  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Tahun 2024 

 

No 
Indikator 

Kinerja Utama 

Satuan Target  Penjelasan 

Sumber data Formulasi/Rumus 
Perhitungan 

1 
Nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah 

Tanpa 
satuan 

A(90) 

Laporan Hasil  
penilaian 
Evaluasi AKIP 
Dinas Dukcapil 
oleh Inspektorat 

Hasil  Evaluasi oleh  
Inspektorat 

2 
Nilai 
kematangan 
inovasi Daerah 

Tanpa 
satuan 

100 

Aplikasi 
Pengentrian 

Kriteria Inovasi 
dari Kemendagri 

Hasil penilaian saat 
pengentrian criteria inovasi 

pada aplikasi IGA 

3 

Meningkatnya 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

Tanpa 
satuan 

 
91 

Survey data 
primer 

(kuesioner) 

 

 

Total dari nilai 
persepsi per 
unsur  x 100% 

  
Total unsur 
yang terisi 

 

Cakupan 
layanan 
Adminduk dan 
Capil 

 

persen 

100 

Data 
Konsolidasi 
Bersih SIAK 
Kemendagri 

% Capaian Perekaman 
KTP_el + % Capaian 

Penerbitan KK + % Capaian 
Penerbitan KIA + % 

Capaian Penerbitan Akta 
Kelahiran Anak 0-18 Tahun 

+% Capaian Penerbitan 
Akta Kematian  

5 
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2.4. Keselarasan Renstra, PK dan IKU 

Berdasarkan Dokumen Rasionalisasi Renstra Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Tahun 2021-2026 tanggal 31 Januari 2023 

terdapat 3 (tiga) sasaran kinerja dengan 5 (lima) Indikator Kinerja 

sementara pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 4 (empat) 

indikator kinerja hal ini disebabkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tanggal 26 Juli 2023 tentang Evaluasi 

Reformasi Birokrasi bahwa Penilaian RB General dan Tematik yang 

dinilai hanya Pemerintah Daerah terkait tidak lagi perangkat daerah, 

sehingga indikator kinerja Nilai RB Perangkat Daerah tidak ada pada 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024  dan dilakukan Revisi Indikator Kinerja 

Utama dengan menghilangkan Indikator Nilai RB Perangkat Daerah. 
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BAB  III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tidak 

terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang 

dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra) Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Perencanaan yang 

sudah dibuat kemudiandikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja 

selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah 

direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban publik. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan 

kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang 

memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-

masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen 

RPJM Tahun 2016-2021. 

Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis 

dengan 4 (empat) indikator kinerja. 

  

3.1  METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN KINERJA 

Pengukuran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian target 

kinerja pada akhir tahun pelaksanaan anggaran dengan rencana target 

kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun pelaksanaan anggaran 
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dengan bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, 

memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan 

data kinerja dari dua sumber, yaitu : 

1. Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang 

ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, 

triwulanan, semesteran, laporan keuangan maupun laporan kegiatan 

tahunan lainnya ;  

2. Data eksternal, digunakan data-data skunder sepanjang relevan 

dengan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya datadata yang bersumber 

atas hasil Perhitungan persentase pencapaian target kinerja 

memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :  

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja 

semakin baik, maka digunakan rumus : 

 
 

Capaian = Realisasi 
 

x 100% 
Target  

 
 

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah 

pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :  
 

 

Capaian = (2 xTarget) - Realisasi  

x 100% 
Target 

 
 

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan 

evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan 

penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan 

suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang 

diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui 

tingkat kemajuan pencapaian realisasi kinerja dalam upaya perwujudan 

visi dan misi kepala daerah. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan 

bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui 
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kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan 

program dan kegiatan di masa yang akan datang. Untuk penilaian 

keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan 

keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori 

penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 

3.1 

Tabel 3.1. 

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian 

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian 
Indikator KinerjaTahun 2024 

 

No KlasifikasiPenilaian Predikat 

1 85%-100% Sangat Baik 

2 69%-84% Baik 

3 53%- 68% Cukup 

4 <53% Gagal 

 

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 

 

Hasil pengukuran kinerja dari capaian target Infikator kinerja 

utama 3 (tiga) sasaran strategis yang di tetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini  
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Tabel 3.2 

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan  

Tahun 2024 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

2024 

Target Realisasi 
Capaian 

% 

 
Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif dan 

transparan 

 
Tujuan : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi 
 
 

1 Terwujudnya 
pemerintahan 
yang 
akuntabel dan 
berkinerja 

1. Nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah 
 

Tanpa 
satuan 

A (90) 
 

A (89.90) 
 

99,89 
 

2 Meningkatnya 
Kualitas 
Inovasi Daerah 

1. Nilai 
kematangan 
inovasi 
Daerah 

Tanpa 
satuan 

100  66  66 
 

3 Meningkatnya 
Keterbukaan 
Informasi dan 
Pelayanan 
Publik 

1. Meningkatny
a Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

Tanpa 
satuan 

91 91,50 100,55 
 

  2. Cakupan 
layanan 
Adminduk 
dan Capil  
 

persen  
100 

 
92,31 

 
92,31 

 

Rata-rata capaian Indikator 3 sasaran strategis dengan 4 
indikator  : 

89,69 
 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) 

indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 

3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 89,69%, 

sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat Sangat Baik, sebanyak 1 

(satu) indikator nilainya predikat Cukup 
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3.3 CAPAIAN KINERJA DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA  

 Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 Secara 

umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah 

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2021 - 2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Berikut ini akan diuraikan 

evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja 

per sasaran strategis sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Pada sasaran “Meningkatnya Terwujudnya Pemerintahan yang 

Akuntabel dan Berkinerja” diukur dengan menggunakan 1 (satu) sub indikator 

yaitu  Nilai AKIP Perangakt Daerah 

Nilai AKIP Perangkat Daerah menggambarkan sejauh mana 

perbaikan tata kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah 

dilaksanakan, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan 

efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 

Semakin tinggi nilai AKIP Perangkat Daerah, maka semakin efektif dan 

efisien pengelolaan tata pemerintahan, bersih dari KKN dan memiliki 

pelayanan publik yang berkualitas.  

Nilai AKIP Perangkat Daerah akan mempengaruhi Nilai Reformasi 

Birokrasi (RB) Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.  

 

 

 

Sasaran I : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja 
 

Indikator Kinerja : Nilai AKIP Perangkat Daerah 
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Tabel . 3.3 

Klasifikasi Penilaian AKIP 

 

No KlasifikasiPenilaian Predikat 

1 > 90 – 100 AA  (sangat Memuaskan) 

2 > 80 – 90 A  (memuaskan) 

3 > 70 – 80 BB  (sangat baik) 

4 >60 – 70 B  (baik) 

5 >50 – 60 CC  (memadai) 

6 >30 – 50 C  (kurang) 

7 >0 – 30 D  (sangat kurang) 

 

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024  

 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 

dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini.  

 

Tabel 3.4 

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 
 

No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

1. Nilai AKIP Perangkat 
Daerah 

Tanpa 
Satuan 

A(90) A(89,90) 99,89 

 
Formulasi Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah 

 

Hasil  Evaluasi oleh Inspektorat 
 

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil 

 

Dari tabel 3.4 di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja 

Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

pada tahun 2024 adalah A (90) dan terealisasi A (89,90) dengan capaian 

indikator kinerja adalah 99,89%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, 



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2024 Page 32  

indikator kinerja ini tergolong Sangat Baik dengan predikat 

Memuaskan.  

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

Gambar 1 

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Dinas Dukcapil 
Tahun 2024 

 
Dikeluarkan oleh Inspektorat pada tanggal 29 April 2024 

 
 

Pada gambra 1 diatas terdapat kesalah ketik nilai LHE Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

yang dikeluarkan oleh Inspektorat, setelah dijumlahkan ulang Nilai 

Hasil Evalausi SAKIP Dinas Dukcapil 89,90, seperti yang tertuang pada 

Berita Acara Penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat seperti 

pada gambar 2 dibawah ini : 
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Gambar 2 

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Tanggal 29 April 2024 
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Dari Gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Berdasarkan Laporan 

Hasil evaluasi dari Inspektorat atas Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipl Kabupaten 

Pesisir Selatan, terhadap: 

1) Perencanaan Kinerja sebesar 27,83 (%) bahwa Telah terdapat 

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi dan DPA. 

Dimana untuk Renstra, IKU, Perjanjian Kinerja, RKT, Rencana Aksi 

dan DPA telah di formalkan, di publikasikan dan telah memenuhi 

kriteria SMART. 
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2) Pengukuran Kinerja 26.19 (%) bahwa telah terdapat SOP 

pengumpulan data kinerja. Pada tahun 2024 sudah terdapat SOP 

Pengukuran Kinerja karena Pengukuran kinerja telah menjadi 

kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan 

telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan serta 

pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah 

memanfaatkan teknologi informai (aplikasi). Pengukuran kinerja 

belum menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment. 

3) Pelaporan Kinerja sebesar 12.17 (%), telah terdapat dokumen laporan 

yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah 

menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja dan pelaporan 

kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian 

kebijakan. 

4) Evaluasi Internal sebesar 23.13 (%), dimana telah adanya proses 

evaluasi pada SOP pemantauan capaian kinerja internal. 

pemantauan capaian kinerja internal ini telah dilaksanakan 

menggunakan teknologi informasi (aplikasi) dan telah dimanfaatkan 

dalam mendukung efektivitas dan efisien kinerja. 

Berdasarkan Berita Acara dari Inspektorat Kabupaten Pesisir 

Selatan tentang Penilai Evaluasi AKIP Perangkat daerah yang 

dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024 Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil berada pada urutan kelima dari 41 Perangkat Daerah. 
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b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 
tahun 2024 dengan dua tahun terakhir 

  

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat 

Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada 

Tabel 3.5 dibawah ini :  

Tabel 3.5 

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Tahun 2022-2024 

 
 

Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

 
Target 

 

 
Realisasi 

 
Capaian % 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
20
22 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 

 
2024 

 

 
Nilai AKIP 
Perangkat 

Daerah 

 
Tanpa 
Satuan 

 
NA 

 
A(90) 

 
A(90) 

 
NA 

 
A(89,49) 

 
A(89,90) 

 
NA 

 
99,43 

 
99,89 

 

Dari  tabel 3.5  di atas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2022 Nilai 

AKIP Perangkat Daerah belum menjadi Indikator Kinerja. Nilai AKIP 

Perangkat Daerah baru menjadi Indikator Kinerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 setelah dilakukan Rasionalisasi 

Renstra Tahun 2021-2026. Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 ada kenaikan jumlah 

realisasi dari tahun 2023. Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah 89,49,dengan 

capaian kinerja 99,43%, dan pada tahun 2024 Nilai AKIP Perangkat 

Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 89,90 dengan 

capaian kinerja kinerja 99,89%. Dari tahun 2022 ke tahun 2024 naik 

0,46. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong 

Sangat Baik dengan predikat Memuaskan.  
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c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi  
  

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja  

Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 

3.6 dibawah ini. 

Tabel 3.6 

Perbandingan Realisasi Kinerja  
Tahun 2022-2024 dengan target Renstra 

 
Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

 
Target RENSTRA 

 

 
Realisasi Kinerja 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
Nilai AKIP 
Perangkat 

Daerah 

 
Tanpa 
Satuan 

 
NA 

 
A(90) 

 
A(90) 

 
NA 

 
A(89,49) 

 
A(89,90)* 

 
Catatan : * Data Capian Tahun 2023 
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024 

 

Nilai yang dicapai masih sedikit di bawah target RENSTRA yang 

ditetapkan, meskipun menunjukkan tren yang mendekati target 

d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar 

provinsi dan nasional  

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat 

dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.  
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Tabel 3.7 
Perbandingan Realisasi Nilai Akip  

dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024 
Sasaran  

Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

Dinas 
Dukcapil 
Kab. Pesisir 
Selatan 

Dinas 
Dukcapil 
Provinsi 

Sumatera 
Barat 

Terwujudnya 
Pemerintahan 
yang Akuntabel 
dan Berkinerja 

 
Nilai AKIP 
Perangkat 
Daerah 

 
Tanpa 
Satuan 

A (89,90)* 80,44 

Catatan : * Data Capian Tahun 2023 
Sumber : Dinas Dukcapil Prov. Sumbar 

 

Berdasarkan Tabel 3.7 perbandingan capaian Nilai AKIP Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2024 sebesar 89,90 % sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Provinsi Sumatera Barat sebesar 80,44%, sementara untuk Tingkat 

Kementerian Dalam Negeri belum bisa dibandingkan karena tidak 

adanya data. 

Gambar 3 

Nilai AKIP 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2024 
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e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan  

 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan pada indikator kinerja nilai kuntabilitas instansi pemerintah 

adalah sebagai berikut :  

Faktor Keberhasilan 

1. Perencanaan Kinerja dilakukannya rapat perencanaan kinerja pada 

awal  tahun untuk penyusunan Rencana Kerja seperti pada gambar 

dibawah ini 

Gambar 4 

Rapat Perencanaan Kinerja 

Tahun 2024 
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2. Pada Komponen Pengukuran kinerja sudah menngunakan Formulasi 

dari Defenisi Operasional IKU dengan adanya Definisi Operasional 

yang menjelaskan tentang pengukuran kinerja masing-masing 

indikator Kinerha masih terdapat pegawai yang belum mengetahui 

perhitungan capaian kinerja pada IKU seperti pada gambar 4 

dibawah ini : 
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Gambar 5 
Formulasi pengukuran kinerja 

(Defenisi Operasional IKU) 

 

3. Pelaporan Kinerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih 

dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah 

laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan 

laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi sebagai 

bahan bagian dalam penyusuan laporan kinerja Pemerintah Daerah, 

selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.6 dibawah ini dapat dilihat 

aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian 

Organisasi Sekreatariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.  
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Gambar 6. 
Rapat Persiapan Pelaporan LKj 

 

 

 

 

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik 

melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan 

rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.7 

dan 3.8 dibawah ini :  
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Gambar 7 
Rapat Moitoring dan Evaluasi Kinerja 
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Gambar 8 

SOP Evaluasi Kinerja 
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Faktor penghambat : 

1. Dalam Perencanaan Kinerja Renja sudah sesuai dengan Renstra 

namun karena keterbatasan anggaran maka RKPD tidak sesuai 

dengan Renja dan Renstra. 

2. Pada Komponen Pengukuran Kinerja masih terdapat pegawai yang 

belum mengetahui perhitungan capaian kinerja pada IKU 

Pada komponen Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya 

menginformasikan tentang analisis dan evaluasi kinerja dengan kinerja 

level Nasional 

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 
 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis 

atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Tabel 3.8 

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

atatan : *) Data Capaian Tahun 2023  
Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024  

 

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus 

sebagai berikut :  

Tingkat 
={ 

 

1- 
Realisasi anggaran/rata-rata realisasi kinerja  

X 

 

100 Efesiensi Jumlah anggaran / rata-rata target kinerja 

 

dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber 

daya sebesar 7,86%  
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Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2024 adalah A (90), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil 

evaluasi Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  

Kabupaten Pesisir SelatanTahun 2023 sebesar A (89,90) serta untuk 

capaian kinerja sebesar 99,89%. Angka tersebut mengalami peningkatan 

sebesar 0,17% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 

sebesar A (99,43). 

Dari hasil atas lap laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa rekomendasi untuk 

perbaikan kinerja selanjutnya yaitu: 

 

1) Perencanaan Kinerja 

1. Setiap sasaran kinerja memiliki indikator sasaran setiap tahunnya 

dengan capaian kinerja lebih dari 110% 

2. Rencana Aksi kinerja dipantau setap bulannya dengan 

perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja setiap 

bulan menunjukkan perbaikan 

3. Penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan, memberikan 

seluruh alternatif terhadap indikator kinerja 

4. Perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja setiap 

bulann menunjukkan perbaikan dalam mewujudkan kondisi/hasil 

yang lebih baik. 

2) Pengukuran Kinerja 

1. Data indikator kinerja yang dikumpulkan harus relevan untuk 

mengukur kinerja pada Renstra, RKT, PK 

2. Data pengukuran kinerja harus sesuai dengan formula 

perhitungan pada IKU 

3. Pengukuran kinerja harus dilakukan secara berkala dalam tiap 

bulan/triwulan/semester 

4. Pemantauan atas pengukuran capaian kineja unit bawahannya 

secara berjenjang dilaksanakan sampai dengan level staf 
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5. Setap unit/satuan kerja dan pegawai harus memahami dan 

peduli atas hasil pengukuran kinerja. 

3) Pelaporan Kinerja 

1. Dokumen laporan kinerja menginformasikan analisis dan evaluasi 

realisasi kinerja dengan kinerja nasional. 

2. Dokumen laporan kinerja harus menginformasikan kualiatas 

terhadap keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta 

upaya nyata atau hambatannya per indikator sasaran (bukan 

global saja) 

3. Dokumen laporan kinerja harus menginformasikan efisien atas 

penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yang dapat 

dikuantifikasikan. 

4. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian 

seluruh pegawai. 

5. Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam 

penyesuaian penggunaan anggaran dan dipergunakan dalam 

evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja untuk mencapai kinerja. 

6. Informasi dalam laporan kinerja dapat mempengaruhi perubahan 

budaya kinerja organisasi. 

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah 

ditindaklanjuti dengan membuat matrik tindak lanjut yang kemudian 

disampaikan ke Inspektorat kabupaten pesisir selatan seperti tampilan 

gambar dibawah ini : 
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g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang 
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja  

 

Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja 

dan Pengukuran Kinerja didukung oleh program yang sama. Program – 

program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target 

indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP pada komponen 

perencanaan dan pengukuran kinerja antara lain dapat dilihat pada 

table berikut ini: 

Tabel 3.9 

Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan 

No. Program Anggaran Rp. Realisasi Rp. Tingkat 

Capaian (%) 

1. Penunjang Urusan 

Pemerintah Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

4.910.773.617,00 4.519.933.798,00 92,04 

 

 

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator 

kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 

2024 adalah sebesar Rp. 4.519.933.798,00 atau 92,04% dari total 

anggaran sebesar Rp. 4.910.773.617,00,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2024 Page 51  

 

 

 

 

 

 

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 

 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 

dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini 

Tabel. 3.10 

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

 

Formulasi Capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Daerah 
 

Hasil penilaian saat pengentrian criteria inovasi pada 
aplikasi IGA  
 

 Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil 

 

Berdasarkan Tabel 3.10 tersebut diatas bahwa capaian Nilai 

Kematangan Inovasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dengan yaitu 66 yang berasal dari, Hasil Pelaporan 

Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Goverment 

Award (IGA) Tahun 2024 dengan prediket Cukup. 

Nilai Kematangan Inovasi Daerah Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatn Tahun 2024 dapat dilihat pada 

Gambar 9 dan 10 dibawah ini :  

 

 

 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator

Kinerja 

2024 

Target Realisasi 
Capaian 

% 
 
1 

 
Meningkatnya 
Kualitas Inovasi 
Daerah 

Nilai 
kematangan 

inovasi Daerah 
  

 
100 

 
66 

 

 
66 
 

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah 
 

Indikator Kinerja : Nilai Kematangn Inovasi Daerah 
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Gambar 9  
Nilai Inovasi  

Tahun 2024 

 

Sumber :Surat Sekretariat Daerah tanggal 30 Desember 2024, Hasil Pelaporan Inova si 
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Innovative Goverment Award (IGA) Tahun 
2024 
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Gambar 10 
Nilai Inovasi Tahun 2021-2023 

Kab. Pesisir Selatan 

 

Sumber : Data Bappedalitbang 2024 di 
https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/ 
 

Manfaat yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan adakah sebagai berikut 

1. Meningkatkan Kinerja Tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 

2. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan dalam 

penerbtan dokumen kependudukan bagi setiap penduduk yang 

terdampak bencana sehingga hak-haknya sebagai Warga Negara 

terpenuhi. 

Hasil Inovasi yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut  

1. Pelayanan penggantian dokumen kependudukan bagi penduduk 

yang terkena bencana alam dilakukan dengan memberikan 

kemudahan persyaratan, kecepatan pelayanan, dan tidak 

dipungut biaya 

2. Pelayanan ini diberikan secara terus menerus (tidak dibatasi 

waktu) apabila terjadi bencana alam dengan menerbitakan Kartu 
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Keluarga (KK), KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA) dan 

Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan 

Non Muslim) 

 

b. Membandingkan  antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 
  

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi  

Perangkat Daaerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 

3.11 dibawah ini. 

 
Tabel 3.11 

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan 

Beberapa Tahun Terakhir 

Tahun 2022-2024 

 
 

Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

 
Target 

 

 
Realisasi 

 
Capaian % 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 

 
2024 

 

 
Nilai 
Kematangan 
Inovasi 
Daerah 

 
Tanpa 
Satuan 

 
- 

 
100 

 
100 

 
- 

 
87 

 
66 

 
- 

 
87 

 
66 

Sumber  : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024 
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Berdasarkan Tabel 3.11 perbandingan Realisasi dan Capaian 

Kinerja Indikator Kinerja Realisasi Meningkatnya Nilai Kematangan 

Inofasi Daerah pada awal tahun 2022 belum menjadi target kinerja dan 

baru ada Pada tahun 2023 setelah  dilakukan Rasional Renstra Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dengan 

capain 87%, sementara pada tahun 2024 niai kematangan Inovasi 

Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan dengan capaian 66%, dimana terjadi penurunan capaian 

indikator kinerja sebesar 21%. 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 
perencanaan strategis organisasi  

  

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai kematangan Inovasi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini. 

Tabel 3.12 

Perbandingan Realisasi Kinerja  

Tahun 2022-2024 dengan target Renstra 
 

Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

 
Target RENSTRA 

 

 
Realisasi Kinerja 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

Nilai 
Kematang
an Inovasi 

 
Tanpa 
Satuan 

 
NA 

 
100 

 
100 

 
NA 

 
87 

 
66 

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024 

 
Berdasarkan Tabel diatas bahwa capaian Sasaran Kinerja 

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah dengan Indikator Kineja Nilai 

Kematangan Inovasi Daerah tahun 2024 66 % mengalami penurunan 

dari tahun 2023 dan jika dibandingkan dengan taregt RENSTRA masih 

dibawah target dan diharapkan untuk tahun 2025 target kinerja Nilai 

Kematangan Inovasi Daerah dapat tercap. 
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d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar 
provinsi dan nasional 

 

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2024 dengan provinsi dan nasional, tidak dapat dibandingkan 

karena merupakan target spesifik pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 
 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah 

dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini 

Tabel. 3.13 
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja 

 
 

Berdasarkan tabel diatas faktor penunjang keberhasilan atau 

kegagalan atas capaian kinerja sasaran II dimaksud adalah sebagai 

berikut : 
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Faktor penunjang keberhasilan : 

Untuk meningkatkan Nilai Kematangan Inovasi Daerah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepanjang tahun 2024 telah 

melakukan upaya sebagai yaitu sebagai berikut :  

1. Sudah adanya SK Kepala Daerah tentang Inovasi Daerah dan Tim 

Pengolah Inovasi Daerah 

2. Terdapat ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah SUPPER 

CEPATD ( Sistem Urusan Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, 

tanggap darurat)  

3. Terdapat dukungan Anggaran untuk pelaksanaan Inovasi Daerah 

4. Terdapat Alat Kerja Penyerahan dokumen Kependudukan pada 

penduduk terdampak bencana 

5. Tersedianya Integritas Program dan kegaiatan Inovasi Dalam RKPD 

6.  Telah dilakukan Inovasi Daerah SUPPER CEPATD ( Sistem Urusan 

Pelayanan Kependudukan Gerak Cepat, tanggap darurat) 

Gambar. 11 
Inovasi SUPPER CEPATD 
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7. Tersedianya Kemudahan Informasi Layanan berupa Buku 

Pengaduan dan Media Sosial dan Komunikasi Online. 

8. Sudah ada Keterlibatan Aktor Inovasi 

9. Adanya kemudahan proses inovasi yang dihasilkan berupa SOP 

Inovasi SUPPER CEPATD 

10. Adanya Layanan Terintegritas  

 

Faktor Penghambat: 

1. Belum adanya Bimtek Inovasi 

2. Belum tersedianya Jejaring Inovasi 

3. Belum adanya Replikasi 

4. Belum adanya Pedoman Teknis 

5. Belum tersedinya Penyelesaian Layanan Pengaduan 

6. Belum adanya Kecepatan Peniptaan Inovasi 

7. Belum tersedianya Kemanfaatan Inovasi 

8. Belum tersedinya Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah 

9. Belum adanya Sosialisasi Inovasi Daerah 

10. Belum adanya Kualitas Inovasi Daerah 

 

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis 

atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Tabel 3.14 

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024  
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Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus 

sebagai berikut :  

Tingkat 
={ 

 

1- 
Realisasi anggaran/rata-rata realisasi kinerja  

X 

 

100 Efesiensi Jumlah anggaran / rata-rata target kinerja 

 

dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber 

daya sebesar -,51,50%  

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun berikutnya adalah :  

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;  

2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;  

3. Manajemen inovasi; dan  

4. Keberlanjutan inovasi 

 

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang 

Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Tahun 2024 Program yang ada pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil hanya terdapat satu program yaitu Program Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota, untuk Indikator Kinerja Nilai 

Kematangan Inovasi Perangkat Daerah juga ditunjang oleh, Kegiatan 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Sub. Kegiatan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target anggaran Rp. 57.152.000,00 

dan realisasi sebesar Rp. 57.146.400,00 atau capaian 99,99% 

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja, Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat sisa 

anggaran sebesar Rp.5.400 atau 0,01 %, 
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Pada sasaran 3 “Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan 

Publik” diukur dengan menggunakan 2 (dua) sub indikator yaitu  Indeks 

Kepuasan Masyarakat dan Cakupan Layanan Adminduk dan Capil 

 

 

 

Tabel 3.15 
Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat 

 

No. Nilai Interval (NI) Nilai Interval 

Konvensi (NIK) 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1 1-2,59 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 

2 2,60 – 3,06 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 

3 3,07 – 3,53 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,54 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat Baik 

 

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

 

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 

dapat dilihat pada Tabel dibawah ini 

  

Sasaran III : Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik 
 

Indikator Kinerja : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 

                           2. Cakupan Layanan Adminduk dan Capil 

 

 

 

 

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 
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Tabel. 3.16 

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Kinerja 

Tahun 2024 

 
No. Indikator Kinerja Satuan Tahun 2024 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

1. Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Tanpa 
Satuan 

91 91,50 100,55 

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 
 
Formulasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyaraakat 

 
Jumlahlaporan yang disampaikan  

 
x 100% 

Jumlahlaporan yang harusdi sampaian 

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil 

Capaian Kinerja 
 

91,50 
 

 
 
x 100% 

 
 
100,55% 

 

91 
 

 

Berdasarkan tabel 3.15 diatas Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 target kinerja 91 

terealisasi senilai 91,50  dan capaian 100,55%, dengan predikat sangat 

baik.  

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan secara Mandiri 

dengan membentuk Tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat dan pembuatan pelaporannya dilaksanakan dengan cara 

kerjasama tim dalam pelayanan kependudukan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatandengan 

cara menyebar formulir Kuesioner kepada responden yaitu yang 

melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil 

yang dipilih sevcara acak sebanyak 366 responden . Survei Kepuasan 

Masyarakat dimulai pada pada bulan Januari sampai dengan bulan 

Juni Tahun 2024 yang  bertempat di 15 (lima belas) Unit Kerja Layanan 

dan Dinas Dukcapil yang ada di Painan. 

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 

beberapa kategori Responden sebagai berikut : 
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a. Responden berdasarkan jenis kelamin  

Tabel 3.17 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki-laki 196 

2 Perempuan 172 

Jumlah 366 

 

Berdasarkan tabel  diatas bahwa kategori responden berdasarkan 

jenis kelamin terdiri dari Laki-laki 196 orang dan perempuan terdiri dari 

172 orang dengan jumlah responden 366 orang. 

b. Respoden berdasarkan Jenis Pendidikan 

 

Tabel 3.18 
Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden 

1 SD 23 

2 SLTP 74 

3 SLTA 158 

4 D1/D2/D3 36 

5 D4/S1 62 

6 S2 15 

Jumlah 366 

 

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang 

melakukan pengajuan pengurusan terkait Administrasi Kependudukan 

paling banyak (mayoritas) dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan 

SMA/SMK, yaitu sebanyak 158 orang. 
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c. Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tabel. 3.19 
Responden Berdasarkan Pekerjaan 

No Pekerjaan Jumlah Responden 

1 PNS 18 

2 TNI 4 

3 POLRI 2 

4 Pegawai Swasta 28 

5 Wiraswasta/Wirausaha 22 

6 Petani/Rumah Tangga 69 

7 Pelajar/Mahasis 89 

8 Lain-lain 136 

Jumlah 366 

Berdasarkan tabel diatas menyatakan bahwa responden yang 

melakukan pengajuan terkait layanan administrasi Kependudukan 

paling banyak (mayoritas) mempunyai Pelajar sebanyak 89 orang dan 

Lainnya sebanyak 136 orang. 

Setelah dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 366 

Responden didapatkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut 

Tabel 3.20 
Hasil Survei Per Unsur 
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Gambar 12 

 
Gambar 13 
Grafik Nilai 
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Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai masing – masing unsur 

pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesisir Selatan memiliki hasil yang berbeda–beda, akan tetapi perbedaan 

tiap unsur tidak terlalu signifikan. Hasil tertinggi diperoleh pada unsur 

Biaya/Tarif Pelayanan dengan nilai 98,447 dengan mutu pelayanan “A” 

dan kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”, disusul peringkat kedua 

oleh unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dengan nilai 

96,844 dengan mutu pelayanan “A” dan Kategori mutu Pelayanan 

“Sangat Baik” seterusnya peringkat ketiga oleh unsur Persyaratan 

dengan nilai 91,50 dengan mutu pelayanan “A” dan Kategori mutu 

Pelayanan “Sangat Baik” dan unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan 

dengan nilai 91.50 dengan mutu pelayanan “A” dan kategori mutu 

pelayanan “Sangat Baik”.  

Terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai 

dengan predikat mutu pelayanan Sangat Baik, antara lain persyaratan 

pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, 

produk, spesifikasi dan jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku 

pelaksana serta sarana dan prasarana pelayanan. Dari semua unsur  

pelayanan yang dinilai, unsur pelayanan Sarana dan Prasarana 

mendapat nilai terendah yakni 85,82 namun masih dalam kategori Baik 

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 
tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

  

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasanan 

Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.21 
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 

Tahun 2022-2024 
 

Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

 
Target 

 

 
Realisasi 

 
Capaian % 

 
20
22 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 

 
2024 

 

 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

 
Tanpa 
Satuan 

 
NA 

 
84 

 
91 

 
NA 

 
90,99 

 
91,50 

 
NA 

 
108,32 

 
100,55 

 

Berdasarkan Tabel diatas bahwa capaian Nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat naik dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai Indeks Kepuasan 

Maysarakat menjadi target indikator kinerja pada tahun 2023 setelah 

dilakukan Rasionalisasi Renstra Tahun 2021-2026, jika dibandingkan  

capaian Indeks Kepuasan Masyarat antara tahun 2023 dengan 2024 

sama-sama terjadi diatas 100 % dengan predikat Sangat Baik. 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi  
  

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan 

Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. 

Tabel 3.22 
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja  

Dengan Target Dalam Dokumen 

Perencanaan Strategis Organisasi 
 

Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

 
Target RENSTRA 

 

 
Realisasi Kinerja 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakaat 

Tanpa 
satuan 

  

 
NA 

 
84 

 
84 

 
NA 

 
90,99 

 
91,50 

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024 

 
 

 



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2024 Page 67  

Berdasarkan tabel diatas bawa realisasi Indek kepuasan masyrakat 
mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. 

Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi Indikator Kinerja pada 

tahun 2023 setelah dilakukan rasioanalisasi Renstra tahun 2023 

sehingga pada tahun 2022 realisasi kinerja indeks kepuasan 

masyarakat tidak dapat ditampilkan.  

 
d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar 

Provinsi Dan Nasional 
 

Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan 

Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesisir Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada 

Tabel dibawah ini.  

Tabel 3.23 

PerbandinganRealisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 

dengan Standar Provinsi Dan Nasional Tahun 2024 
Sasaran  

Indikator 
Kinerja 
 

 
Satuan 

Dinas 
Dukcapil Kab. 
Pesisir Selatan 

Dinas 
Dukcapil 
Provinsi 
Sumatera 
Barat 

Meningkatnya 
Keterbukaan 
Informasi dan 
Pelayanan Publik 

 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

 
Tanpa 
Satuan 

91,50 94,79 

Catatan : * Data Capian Tahun 2023 
Sumber : Dinas IKM Dukcapil Prov. Sumbar Thun 2024 
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Gambar 14 
Nilai IKM 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Provinsi Sumatera Barat 

Tahun 2024 

 
 

 

 

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan 

 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat dapat 

dilihat pada Tabel dibawah ini 
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Tabel. 3.24 
Analisis Keberhasilan/kegagalan 

 

No. Sasaran 
Indikator 
Kinerja 

Indikator Kinerja 

Analisis 
Keberhasilan 
/ Kegagalan 

Solusi 
yang 

dilakukan 

T
a
rg

e
t 

R
e
a
li
s
a
s
i 

%
 

C
a
p
a
ia

n
 

1 Meningaktnya 
Keterbukaan 
Informasi dan 
Pelayanan 
Publik 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 

91 91,5 100,55 

 Tercapainya 
Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
dengan 
melakukan 
peningkatan 

pelayanan 
kepada 
masyarakat 
dan 
peningkatan 
kualitas 
Aparatur   

Aparatur 
masih 
perlu 

bimbingan 
teknis 

terkait 
aturan-
aturan 
tentang 

Adminduk 

 

 

Faktor—faktor penunjang tercapainya indikator kinerja Indeks 

Kepuasan Masyarakat sebagai berikut: 

1) Tersedinya Sumber daya Manusia yang memadai dalam 

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. 

2) Adanya SK Kepala Dinas yang menetapakan Tim Pelaksana Survei 

Kepuasan Masyrakat. 

3) Tersedianya Sarana Pengaduan Masyarakat 
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4) Tersedinya anggaran yang memadai 

 

Walaupun target indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat 

tahun 2024 sudah tercapai namun masih ada beberapa faktor yang 

perlu diperhatikan agar kepuasan masyarakat dapat meningkat dari 

waktu kewaktu seperti perlunya memberikan bimbingan teknis kepada 

petugas pelayanan tentang aturan-aturan yang mendasar dalam 

pengurusan dokumen kependudukan. 

 

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis 

atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan 



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2024 Page 71  

Tabel.3.25 
Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

 

Dari Tabel  diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,56%. 

Upaya peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakatsebagai berikut:  

1. Inovasi Supper Cepatd dijadikan sebagai pola pemecahan masalah 

bagi masyarakat yang terdampak bencana ;  

2. Melakukan tindaklanjut terhadap pengaduan masyarakat  

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja;  

4. Meningkatkan budaya kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.  

 

g. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang 

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja 

Indator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat ditunjang oleh 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota, Kegiatan 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Sub. Kegiatan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target anggaran Rp. 57.152.000,00 

dan realisasi sebesar Rp. 57.146.400,00 atau capaian 99,99% 

berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 

Kinerja, Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdapat sisa 

anggaran sebesar Rp.5.400 atau 0,01 %, 
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a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 

 

Pada Indikator Kinerja  Cakupan Layanan Adminduk dan Capil diukur 

dengan menggunakan 5 (lima sub. Indikator) yaitu 

1. Persentase Capaian Perekaman KTP_el  

2. Persentase Capaian Penerbitan KK  

3. Persentase Capaian Penerbitan KIA  

4. Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun  

5. Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian 

 
Hasil capaian kinerja dari masing – masing sub indikator kinerja pada 

Sasaran Strategis III Indikator Cakupan Layanan Adminduk dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

Persentase Capaian Perekaman KTP el 

 

Tabel. 3.26 
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja 

Perekaman KTP el 
Tahun 2024 

 
Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Semester II 

Cakupan Layanan Adminduk dan Capil 
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Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Perekaman  KTP el 

Jumlah Penduduk yang telah Perekaman 

KTP el 

 

x 100% 

Jumlah Wajib KTP el 

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil 

 
Capaian Kinerja 

379,727  

x 100% 

 

100,00% 
379,727 

 
Berdasarkan Tabel Cakupan Perekaman KTP el tersebut diatas dapat 

dilihat bahwa capaian perekaman KTP el penduduk Tahun 2024 tercapai 100% 

dengan jumlah penduduk wajib KTP el sebanyak 379.727 jiwa.  

 
Persentase Capaian Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 

 
Tabel 3.27 

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja 
Penerbitan Kartu Keluarg (KK) 

Tahun 2024 
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Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Kepemilikan KK 

Jumlah Kepala Keluarga yang telah 

memiliki KK 

 

x 100% 

Jumlah Kepala Keluarga 

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil 

 
Capaian Kinerja 

166.151  

x 100% 

 

99,64% 
166.745 

 
 

Berdasarkan Tabel Cakupan penerbitan KK tersebut bahwa Jumlah 

Kepala Keluarga per 31 Desember 2024 berjumlah 166,745 dengan kepala 

keluarga yang telah memiliki KK sebanyak 166,151 dengan capaian 99,64%. 
 

 
Persentase Capaian Penerbitan KIA 

 

Tabel 3.28 
Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja 

Penerbitan KIA 
Tahun 2024 

 

 
Sumber  Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI
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Sumber  Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2024 

 
Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan KIA 

Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang telah 

memiliki KIA (Kepemilikan KIA) 

 

x 100% 

Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun (Wajib KIA) 

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil 

 
Capaian Kinerja 

96.341  

x 100% 

 

62,54% 
154.058 

 
Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan KIA tersebut bahwa Jumlah 

Wajib KIA per 31 Desember 2024 berjumlah 154.058 jiwa dan yang telah 

memilikia sebanyak 96.341 jiwa dengan capaian 62,54%. 

Persentase Capaian Penerbitan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun  

 
Tabel 3.29 

Penerbitn Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun 
Tahun 2024 

 Sumber  Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI 
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Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan Akta Anak Usia 0-18 Tahun 

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun yang telah memiliki Akta Kelahiran 
(Kepemilikan Akta Kelahiran 

 
x 100% 

Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun 

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil 

 
Capaian Kinerja 

155.615  

x 100% 

 

99,39% 
157.582 

 
 

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-

18 Tahun tersebut bahwa anak usia 0-18 tahun 31 Desember 2024 

berjumlah 157.615 jiwa, yang memiliki Akta Kelahiran sebanyak 155.615 jiwa 

dengan capaian 99,39% 

Persentase Capaian Penerbitan Akta Kematian 

 
Tabel 3.30 

Perbandingan Target Dan Realisasi Capaian Sub. Indikator Kinerja 
Penerbitan Akta Kematian 

Tahun 2024 

 
 Sumber  Data : DKB Semester 2 Tahun 2023 Kemendagri RI 
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Formulasi Capaian Sub Indikator Capaian Penerbitan Akta Kematian 

Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan  
x 100% Jumlah Kematian yang dilaporkan 

Sumber data : Defenisi Operasional IKU Dinas Dukcapil 

Capaian Kinerja 

3001  

x 100% 
3001 

 
 

Berdasarkan Tabel Cakupan Penerbitan Akta Kematian sampai dengan 

Tahun 2024 bahwa jumlah kematian yang dilaporkan oleh penduduk 

sebanyak 3.001 orang dan yang telah memiliki Akta Kematian sebanyak 

3.001 orang dengan capaian 100 %. 

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja melalui sub-sub 

indikator kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis III 

meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik dengan 

indikator kinerja “Cakupan Layanan Adminduk dan Capil” sebagai 

berikut: 

Tabel. 3.31 
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Cakupan Layanan 

Adminduk dan Capil 

Tahun 2024 
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Dari capaian kinerja sasaran tersebut diatas diperoleh hasil untuk 

Capaian Perekaman KTP el  100%, Capaian Penerbitan KK 99,64%, 

Capaian Penerbitan KIA 62,54%, Capaian akta kelahiran usia 0-18 

tahun sebesar 99,39% dan capaian penerbitan Akta Kematian 100% 

sehingga realisasi kinerja untuk sasaran III dapat diperoleh dari rata – 

rata capaian dari sub indikator kinerja yakni {(100% + 99,64%+ 

62,54% + 99,39% + 100%%)/5} adalah 92,31%. Predikat nilai 

capaian kinerja dengan kategori SANGAT BAIK. Perbandingan antara 

target kinerja, realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran I dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

 

b. Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja 

tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 

  

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan 

Adminduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada 

Tabel 3.24 dibawah ini. 

 
Tabel. 3.32 

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 

Cakupan Layanan Adminduk dan Capil 
Tahun 2022-2024 

 
 

Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

 
Target 

 

 
Realisasi 

 
Capaian % 

 
20
22 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2022 

 
2023 

 

 
2024 

 

Cakupan 
Layanan 
Adminduk 
dan Capil 

 
Tanpa 
Satuan 

 
- 

 
80 

 
100 

 
- 

 
100 

 
92,31 

 
- 

 
125 

 
92,31 
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Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian 

Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil bahwa 

indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan Capil hun 2024 

terjadi penurunan dari tahun 2023, disebabkan oleh kesalahan 

penetapan pengukuran kinerja Cakupan Layanan Adminduk pada 

tahun 2023 yaitu : 

Jumlah Jenis Layanan 

Jenis Layanan 

 

x 100 

 

Setelah dilakukan revisi Indikator Kinerja Tahun 2024 

perhitungan pengukuran kinerja cakupan layanan diubah berdasarkan 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.  

Gambar. 15 

Pengukuran Kinerja Indikator Cakupan Layanan Adminduk da Capil 

 

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis organisasi  
  

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan 

Adminduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang 

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada 

Tabel  dibawah ini. 
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Tabel 3.33 
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja  

Dengan Target Dalam Dokumen 

Perencanaan Strategis Organisasi 
Sasaran  

Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

Capaian 
2024 

Target 
Akhir 
2021-
2026 

% 
Capaian 

Tingkat 
Kemajuan 

 
Meningkatnya 
Keterbukaan 
Informasi dan 
Pelayanan 
Publik 

Cakupan 
Layanan 

Adminduk 
dan Capil 

  

 
Persen 

92,31 47 196,40 Sudah 
tercapai 
100% 

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2024 

 

Berdasarkan tabel 3.32 diatas bahwa perbandingan Realisasi 

capaian indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dengan Renstra 

sampai tahun 2026 tercapai 196,40% 

 
d. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar 

provinsi dan nasional 
 

Perbandingan capaian indikator kinerja Cakupan Layanan 

Adminduk dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dengan provinsi dan 

nasional, dapat dibandingkan melalui sub-sub Indikator Kinerja 

sebagai berikut 
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Tabel. 3.34 
Perbandingan Capian Indikator Kinerja Tahun 2024 

Indikator 
Kinerj 

 
Sub 

.Indikator 
Kinerja 

 

 
Satuan 

Dinas 
Dukcapil 

Kab. Pesisir 
Selatan 

Dinas 
Dukcapil 
Provinsi 

Sumatera 
Barat 

Cakupan 
Layanan 
Adminduk 
dan Capil 
 

 
Persentase 
Capaian 
Perekaman 
KTP el 

 
Persen 

100 98,67 

Persentase 
Capaian 

Penerbitan 

KK 

Persen 99,64 - 

Persentase 

Capaian 

Penerbitan 
KIA 

Persen 62,54 61,94 

Persentase 

Capaian 

Penerbitan 
Akta 

Kelahiran 

Anak 0-18 
Tahun 

Persen 99,39 98,53 

Persentase 

Capaian 

Penerbitan 
Akta 

Kematian 

Persen 100 100 

 

Berdasarkan tabel 3.33 diatas dapat dilihat bahwa terdapat 1 (satu) 

sub indikator yang tidak bisa dibandingkan dengan capaian Provinsi 

yaitu penerbitan kartu keluarga. 

Untuk perbandingan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa dibandingkan 

dengan capaian nasional.   
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e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ 
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 

 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau 

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah 

dilakukan pada indikator kinerja Cakupan Layanan Adminduk dan 

Capil dapat dilihat pada Tabel 3.34 dibawah ini 

Tabel. 3.35 
Analisis Keberhasilan/kegagalan 

Tahun 2024 

No

. 
Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Indikator 
Kinerja 

Analisis 
Keberhasilan / 

Kegagalan 

Solusi yang 

dilakukan 

T
a
rg

e
t 

R
e
a
li
s
a
s
i 

%
 

C
a
p
a
ia

n
 

1 Meningakt
nya 
Keterbukaa
n Informasi 
dan 
Pelayanan 
Publik 

Cakupan 
Layanan 
Admindu
k dan 
Capil 

100 
92,
31 

92,3
1 

Belum 
tercapainya 
capaian 
indikator 
kinerja 
Cakupan 
Layanan 
Adminduk dan 
Capil 
disebabkan 
kesalahan 
waktu 
penetapan 
target kinerja 
di awal tahun 
dan kesalahan 

cara 
pengukuran 
kinerja pada 
tahun lalu 

-  

Solusi terhdap 
tidak 

tercapainya 
capaian 

Indikator 
Kinerja 

Cakupan 
Layanan 

Adminduk 
Tahun 2024 

telah 
dilakukan 

Desk 
penyusunan 
Perjanjian 

Kinerja Tahun 
2025 dengan 
menetapan 

target kinerja 
cakupan 
layanan 

adminduk 
tahun 2025 
menjadi 93% 

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan tahun 2024 
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Faktor penunjang keberhasilan : 

a. Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi untuk meningkatkan 

kemudahan layanan kepada masyarakat yaitu : 

1. Inovasi SILPIA (Sistem 

Inovasi Layanan Penerbitan 

Identitas Anak), Kerjasama 

degan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Kab. 

Pesisir Selatan 

 

2. Layanan Inovasi SALAM 

SAMPAI PINTU RUMAH 

(Memberikan Pelayanan 

Kepada Penduduk yang 

Belum Sadar Adminduk) 
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3. Layanan Inovasi PASS 

NIKAH (Pemberian 

Administrasi Status Saat 

perNIKAHan) dengan Kantor  

Kemenag dan KUA.  

Merupakan hasil kerjasama 

dengan Kantor Kementerian 

Agama (Kemenag) Painan 

dan Kantor Urusan Agam 

(KUA) di seluruh Kabupaten 

Pesisir Selatan dengan 

menggerakkan fungsi Kepala 

Kampung sebagai Register 

Kampung 

 

4. SALAM SISKEMANTAN 

(Sistem Administrasi 

Layanan Masyarakat 

Berbasis Kecamatan 

Terpusat Antar Nagari) 
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5. SUPPER CEPATD (Sistem 

Urusan Pelayanan 

Kependudukan Gerak Cepat 

Tanggap Darurat) 

 

6. Layanan inovasi MELISA 

(MElayani  PeduLI Lanjut 

USiA) 

Layanan inovasi ini khusus 

diberikan khusus kepada 

penduduk yang sudah lanjut usia 

 

 

b. Meningkatnya Kesadaran Aparatur dalam budaya kerja dengan 

dilaksanakannya apel setiap hari  
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Gambar 16  

Pelaksanaan Apel Pagi di Kantor Dinas Dukcapil Kab. Pessel

 
 

Gambar 17 
Pelaksanaan Apel Pagi di Unit Kerja Layanan (UKL) Kecamatan Lengayang 
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c. dikukannya Layanan Identitas Kependudukan Digital 

 
 

Faktor Penghambat: 

Faktor penghambat tercapainya capaian kinerja cakupan 

layanan adminduk sebagai berikut: 

• Rendahnya capaian Indentitas Kependudukan Digital disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman masyrakat tentang manfaat 

kegunaan IKD di Aplikasi SmartPhone yang mereka miliki 

• Tidak semua masyarakat memiliki Smartphone yang bisa 

mengakses aplikasi IKD 

• Masih banyak masyarakat yang belum melaporkan peristiwa 

kematian anggota keluarganya ke Dinas Dukcapil, salah satu 

peyebabnya karena yang meninggal menerima bantua sosial dari 

pemerintah. 

• Masih banyak penduduk yang belum melaporkan peristiwa 

perceraiannya ke Pengadilan Agama, sehingga disaat mereka 

menikah kembali dan memiliki anak, status anak tersebut adalah 

anak seorang ibu, disebabkan orang tua mereka belum mengurus 

dokumen yang sah secara hukum. 
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f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

 

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis 

atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir 

Selatan 

Tabel.3.36 
Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya 

 

 

Dari Tabel  diatas tingkat efisiensi sumber daya sebesar 0,29%. 

Upaya peningkatan  Cakupan Layanan Adminduk dan Capil sebagai 

berikut:  

1. Inovasi dijadikan sarana untuk mencapai tujuan 

2. Keterbatan jumlah ASN pada Dinas DUKCAPIL yang hanya berjulah 

17 orang untuk melayani 15 Unit kerja layanan dan 1 Kantor Dinas  

tidak menjadi kendala dalam mencapai capaian kinerja Cakupan 

Layanan Adminduk dan Capil karena terdapat 89 orang Tenaga Non 

ASN yang membantu pelaksanaan kinerja baik teknis maupun 

pelayanan secara langsung. 

3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja;  

4. Mningkatkan budaya kerja dilingkungan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.  
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g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang 

Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

 

Sama dengan Indikator Kinerja sebelumnya indikator kinerja 

Indeks Cakupan Layanan Adminduk dan Capil juga didukung dengan 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kab/Kota, , Kegiatan 

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, Sub. Kegiatan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.  

Dalam melakukan Pelayanan Publik Tahun 2024 Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan beberapa 

penghargaan sebagai berikut: 

Gambar 18 

Penghargaan yang diterima 
Tahun 2024 

1. 1. Penghargaan dari Guburnur 

Sumatera barat Terbaik II 

Kategori Kabupaten dengan 

Angka Presentase Kepemilikan 

Kartu Identitas Anak tertinggi 

semester 1 Tahun 2024 yang 

diserahkan pada oleh 

Gubernur Sumatera Barat 

Bapak Mahyeldi pada tanggal 

17 September 2024. 
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2. Penghargaan dari 

OMBUDSMAN Republik 

Indonesia atas Opini 

Pengawasan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik Tahun 2024 dengan 

Nilai 94,40 Zona Hijau 

Kualitas Tertinggi 

 

3. Piagam Penghargaan 

Penganugerahan Predikat 

Penilaian Kepatuhan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik dengan nilai 85,78 

Zona Hijau 
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3.3 REALISASI ANGGARAN 

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari 

dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen 

Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.  

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan 

antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam 

persentase realisasi. Pada tahun 2024, Adapun rincian anggaran dan 

realisasinya keadaan per-31 Desember 2024 adalah sebagai berikut : 
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Tabel. 3.37 
Program/kegaitan Penunjang Sasaran Strategis 

Tahun 2024 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 

mempunyai Akuntabilitas yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat 

pada capaian keuangan 92,04 % 

Alokasi dan realisasi anggaran Belanja langsung Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan pada 

Tahun 2023 sejumlah Rp.4.910.773.620,- (empat milyar sembilan 

ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua 

puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.4.519.933.802- (empat 

milyar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga 

ribu delapan ratus dua rupiah) dengan capaian realisasi angaran 

sebesar 92,04 %, yang bersumber dari dana APBD Tahun 2024 yang 

termuat dalam 1 Program, 6 kegiatan dan 16 Sub.  

  



Laporan Kinerja (LKj) Dinas Dukcapil Tahun 2024 Page 94  

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada BAB III, Capaian Kinerja 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan  

Tahun 2024 yaitu: 

1. Capaian Sasaran 

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 

2024 sebesar 89,69%.  

2. Capaian Indikator Kinerja 

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, hanya satu 

indikator yang capaiannya melebihi 100 % yaitu indikator Indeks 

Kepuasan Masyarakat dengan capaian 100,55%. 

Tahun 2025 Indikator Kinerja Cakupan Layanan Adminduk 

diturunkan menjadi 93% dan indikator nilai kematangan inovasi 

perangakt daerah diturunkan menjadi 80,  

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung PencapaianSasaran  

Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesisir Selatan Tahun 2024 terealisaasi sebesar 

Rp.4.519.933.798,00 atau 92,04 % dari target alokasi Anggaran 

yang ditetapkan sebesar Rp.4.910.773.617,00 

 

Secara umum dari 3 (tiga) sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan, capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang 

baik. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas Pelayanan, sehingga sasaran Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dapat 

diwujudkan.  
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4.2 Saran  

Dinas Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 

menjalankan tugasnya untuk langkah antisipatif dan strategi untuk 

tahun yang akan dating berupaya meningkatkan, mengoptimalkan 

kinerja untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat dengan 

segala sarana dan prasarana yang ada sebagai komitmen Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan pelayanan 

prima kepada masyarakat sesuai Visi dan Misi Dinas serta Motto 

Pelayanan yaitu ”PELAYANAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT”. 

Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian 

sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa 

mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/ operasional untuk 

memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi 

Kepala Daerah dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk 

mewujudkan visi yang telah ditetapkan . Adapun langkah-langkah 

strategis yang perlu diupayakan : 

1. Memperluas sosialisasi sistem layanan online yang telah diterapkan 

meningkatkan keamanan system pelayanan online dengan 

menghapus system permohonan melalui WA dan beralih 

sepenuhnya menggunakan system layanan melalui jogja smart 

service (jss) dan aplikasi berbasis web. 

2. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder 

terkait lainnya seperti Klinik Bersalin, Bidan, Rumah Sakit Swasta, 

KUA, dll. 

3. Mengajukan permohonan penambahan SDM ke BKPSDM yang 

semakin berkurang akibat mutasi, promosi maupun purna tugas. 
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4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, penyediaan ruang 

pelayanan yang nyaman, aman dan mudah dijangkau dengan 

fasilitas modern dengan  mengusulkan pembangunan gedung baru 

ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; 

5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan 

pencapaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan secara 

berkala; 

Prasarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan 

kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional 

serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur 

yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi 

jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD), serta adanya perilaku kinerja aparatur yang 

dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika, birokrasi 

pemerintahan, serta berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas 

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini akan memantapkan 

dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (trust) 

masyarakat kepada Pemerintah. 

 

  Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Pesisir Selatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan 

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak 

lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk 

membangun Kabupaten Pesisir Selatan. 
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